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ABSTRAK :  Bahwa untuk melaksanakan penyesuaian terhadap perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakir dengan 
UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, dan Walikota menjadi UU, perlu menetapkan Peraturan KPU tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. 

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang 
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan UU 
Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2008 
tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua 
menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4884); UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 29 Tahun 2007; 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 15 Tahun 2011; UU 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 
atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5898); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU 
Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakir dengan Peraturan KPU Nomor 01 
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, 
KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 
Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan 
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 
2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Penyelenggaraan Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 
dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 1057); Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 tanggal 8 Juli 2015; 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015; Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 46/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
60/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015. 



Dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 diatur tentang :  

Ketentuan angka 3, angka 17 dan angka 18 Pasal 1, diubah, di antara angka 19 dan angka 20 
Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 19a, Pasal 1 angka 20 dihapus; Ketentuan Pasal 
4 diubah; Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah; Ketentuan Pasal 6 diubah; Ketentuan ayat (2) 
Pasal 8 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah; 
Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah; Ketentuan huruf a ayat (4) Pasal 12 diubah; Ketentuan ayat 
(1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 14 diubah, Pasal 14 ayat (4) dihapus, di 
antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 14 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) dan Pasal 14 
ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (8); Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Pasal 15 diubah 
dan Pasal 15 ayat (6) dihapus; Ketentuan Pasal 16 diubah; Ketentuan Pasal 17 diubah; Pasal 18 
dan 19  dihapus; Ketentuan Pasal 20 diubah; Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 3 (tiga) 
pasal, yakni Pasal 20A, Pasal 20B dan Pasal 20C; Pasal 21 dihapus; Ketentuan ayat (2) Pasal 22 
diubah; Ketentuan ayat (1), ayat (5), dan ayat (8) Pasal 23 diubah, Pasal 23 ayat (2a) dihapus, 
dan di antara ayat (8b) dan ayat (9) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8c); Ketentuan ayat (1), 
ayat (2), dan ayat (4) Pasal 24 diubah; Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal, 
yakni Pasal 24A; Ketentuan ayat (2) Pasal 25 diubah; Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) 
Pasal 26 diubah; Ketentuan ayat (2) Pasal 27 diubah; Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) 
Pasal 28 diubah; Ketentuan ayat (2) Pasal 29 diubah; Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) 
Pasal 30 diubah; Ketentuan ayat (2) Pasal 31 diubah; Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) 
Pasal 32 diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 32 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a); 
Ketentuan Pasal 33 diubah; Ketentuan ayat (3) Pasal 34 diubah; Ketentuan Pasal 35 diubah; 
Ketentuan ayat (1), ayat (2) Pasal 36 diubah, dan Pasal 36 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), 
ayat (7), ayat (8), dan ayat (10) dihapus; Ketentuan Pasal 37 diubah; Di antara ayat (1) dan ayat 
(2) Pasal 38 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), huruf b ayat (2) Pasal 38 diubah, di antara 
huruf b dan huruf c ayat (2) Pasal 38 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf b1, ayat (2) Pasal 38 
ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf d dan huruf e, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 
(satu) ayat, yakni ayat (2a), dan Pasal 28 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6); Ketentuan huruf 
d, huruf e, huruf f, huruf j, dan huruf k Pasal 39 diubah dan Pasal 39 huruf h dan huruf i 
dihapus;  Pasal 40 dihapus; Ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, dan ayat (3), ayat 
(4), dan ayat (5) Pasal 41 diubah; Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 42 diubah, Pasal 42 ayat 
(1) huruf k, huruf u, huruf v, huruf x, huruf x1 dan huruf y dihapus, di antara Pasal 42 ayat (1) 
huruf i dan huruf j disisipkan 2 (dua) huruf, yakni huruf i1 dan huruf i2; Pasal 42A dihapus; 
Ketentuan huruf a dan huruf f ayat (1) dan huruf c ayat (2) Pasal 43 diubah, dan Pasal 43 ayat 
(1) huruf e dan ayat (2) huruf e dihapus; Ketentuan ayat (1) Pasal 44 diubah dan Pasal 44 ayat 
(1) huruf b dihapus Ketentuan Pasal 46 diubah;  Ketentuan Pasal 53 diubah; Ketentuan Pasal 
54 diubah; Ketentuan Pasal 55 diubah; Ketentuan Pasal 56 diubah; Ketentuan Pasal 57 diubah; 
Ketentuan ayat (1) Pasal 58 diubah; Ketentuan huruf b Pasal 59 diubah; Ketentuan ayat (1) 
Pasal 60 diubah; Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 61 diubah; Ketentuan Pasal 62 
ayat (1) dihapus, dan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 62 diubah; Ketentuan Pasal 64 diubah; 
Ketentuan Pasal 65 ayat (1) dihapus, dan ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) Pasal 65 
diubah; Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 66 diubah; Ketentuan Pasal 67 diubah; Ketentuan 
ayat (1) Pasal 69 diubah;  Ketentuan Pasal 77 ayat (1) diubah; Ketentuan Pasal 78 diubah; Di 
antara Pasal 78 dan Pasal 79 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 78A; Ketentuan Pasal 79 
diubah; Di antara Pasal 79 dan Pasal 80, disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 79A dan Pasal 
79B dihapus; Pasal 83, 84, 85, 86 dan Bab IX dihapus; Ketentuan Pasal 100 ditambah 1 (satu) 
ayat, yakni ayat (3); Di antara Pasal 102 dan Pasal 103 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 
102A; Ketentuan ayat (1) Pasal 103 diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 
(satu) ayat, yakni ayat (1a). 

CATATAN : -  Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan. 
- Ditetapkan tanggal 1 Agustus 2015. 
- Diundangkan tanggal 1 Agustus 2015. 
- Lampiran 97 Halaman. 


